
LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON  

NOMOR 5                        TAHUN  2011                            SERI C     
 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON 
 

NOMOR  5  TAHUN   2011 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI  
TEMPAT PELELANGAN IKAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA CIREBON, 

 
Menimbang   :     a.  bahwa sesuai Peraturan Pemerintah    

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, 
bidang perikanan tangkap khususnya 
penyelenggaraan pelelangan ikan yang 
semula merupakan urusan Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat, beralih menjadi urusan 
Kabupaten / Kota yang perlu diatur oleh 
Kabupaten / Kota masing-masing; 
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  b. bahwa pengaturan penyelenggaraan dan 
retribusi tempat pelelangan ikan di Kota 
Cirebon diperlukan guna kesinambungan 
usaha perdagangan ikan yang tertib dan 
teratur, memberdayakan koperasi perikanan, 
memperoleh kepastian pasar dan harga ikan 
yang layak sebagai salah satu upaya 
peningkatan pendapatan, taraf hidup dan 
kesejahteraan masyarakat nelayan; 

  c. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan 
dan retribusi tempat pelelangan ikan di Kota 
Cirebon, maka perlu diatur dalam Peraturan 
Daerah Kota Cirebon; 

 
Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan dalam 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan 
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 
1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang 
Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 551); 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/81uu08.pdf


3 

 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 
tentang Perkoperasian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3502); 

 
   4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

 
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran     
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahaan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

 
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

 
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5059); 

 
10. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 

tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5073); 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor  54 Tahun 

2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4230); 

 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/92uu025.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu010.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/04uu033.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu027.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu028.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu032.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/09uu045.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/02pp054.pdf
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12.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16  Tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Peraturan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata 
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor  22,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161); 
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17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

 

18. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal 
Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan 
Nomor 74/KO/KPTS/A/X/1979  

                                                    H. II/6/9/1997 
tentang Pembinaan dan Pengembangan 
Koperasi Unit Desa yang Mempunyai 
Kegiatan Unit Usaha Perikanan; 

 

19. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal 
Koperasi dan Direktur Jenderal Perikanan 
Nomor 652/KPTS/KOP/VI/1982  

                                                     H. II/6/9/1997 
tentang Pedoman Pelaksanaan Koperasi 
Unit Desa; 
 

20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Penunjukkan Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan 
terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah 
yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran 
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Cirebon Tahun 1986 Nomor 4); 

21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E); 

http://www.bphn.go.id/

http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp058.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/05pp079.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/07pp038.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp016.pdf
http://www.bphn.go.id/data/documents/10pp069.pdf
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22. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 
Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 19 Seri D); 

 

23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Dinas-Dinas Daerah pada 
Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 21 Seri D); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON 
dan 

WALIKOTA CIREBON 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG 
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI 
TEMPAT PELELANGAN IKAN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Kota adalah Kota Cirebon. 

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon. 

3. Walikota adalah Walikota Cirebon. 
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4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang 
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan 
perikanan di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. 

5. Kepala SKPD adalah pimpinan, perencana, pelaksana, 
pengoordinasi, penyelenggara pelayanan dan pengendali 
SKPD dalam melaksanakan  urusan pemerintahan bidang 
kelautan dan perikanan di lingkungan Pemerintah Kota 
Cirebon. 

6. Izin adalah Izin Penyelenggaraan Pelelangan Ikan. 

7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau 
sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan 
perairan. 

8. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan 
umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat. 

9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk 
melaksanakan pelelangan ikan mulai dari penerimaan,  
penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang 
dilaksanakan oleh koperasi perikanan yang telah mendapat 
izin Walikota. 

10. Penyelenggara Pelelangan Ikan adalah setiap orang atau 
badan yang menyelenggarakan  pelelangan ikan. 

11. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah 
tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual 
beli semua jenis ikan dan hasil laut lainnya secara lelang 
yang disediakan oleh Pemerintah Kota. 

12. Koperasi adalah koperasi primer perikanan dan/atau koperasi 
primer lainnya yang memiliki unit usaha perikanan sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. 

13. Biaya Lelang adalah biaya yang diperlukan dan dihimpun 
oleh penyelenggara lelang yang mendapat izin dari Walikota 
untuk biaya administrasi lelang. 

14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya  
melakukan penangkapan ikan. 

http://www.bphn.go.id/
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15. Bakul adalah orang atau sekelompok orang yang membeli 
ikan dan hasil laut lainnya secara lelang di tempat pelelangan 
ikan. 

16. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas 
tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

17. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
penggunaan fasilitas di Tempat Pelelangan Ikan milik 
Pemerintah Kota. 

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau 
pemotong retribusi. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 
SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya 
jumlah retribusi yang terutang. 

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disebut SKRDKBT adalah surat keputusan 
yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah 
ditetapkan. 

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut 
STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada Bank 
Jabar Banten Cabang Cirebon. 

 
BAB  II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal  2 
 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk 
mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pelelangan ikan 
di Kota. 
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(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah : 

a. meningkatkan pendapatan asli daerah, taraf hidup dan 
kesejahteraan nelayan; 

b. mendapatkan kepastian pasar dan harga ikan yang layak 
bagi nelayan maupun konsumen; 

c. memberdayakan nelayan dan koperasi perikanan;   

d. mengoptimalkan pengelolaan TPI; dan 
e.   mendapatkan data dan statistik perikanan. 

 
BAB  III 

PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN 
 

Pasal  3 
 

Tata cara pelaksanaan pelelangan ikan ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
 

Pasal  4 
 

(1) TPI disediakan oleh Pemerintah Kota. 
 

(2) Lokasi TPI di Kota ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 
  

Pasal 5 
 

(1) Pelelangan ikan diselenggarakan oleh SKPD atau koperasi 
yang memenuhi persyaratan. 

  
(2) Untuk dapat menyelenggarakan pelelangan ikan, koperasi 

wajib terlebih dahulu memiliki izin dari Walikota. 
 

(3) Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan dan 
penerbitan izin kepada Kepala SKPD. 

 
 

http://www.bphn.go.id/


